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ABSTRAK 

 

Tindakan pemalsuan sangatlah bertentangan dengan isi Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 51 Ayat (1). Perbuatan-perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan 
sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan 
dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan 
apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi dalam 
penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana  pemalsuan surat  terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat 
dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus 
Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg)?  dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana  pemalsuan surat  terkait 
dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perbankan ? Jenis penelitian yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini 
adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan 
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan 
perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat  terkait dengan pengajuan 
kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
(Studi Kasus Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg) lebih mengacu pada Pasal 51 ayat 
(1) yang menyatakan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47, 48 
ayat (1), 49, Pasal 50 dan Pasal 51 adalah kejahatan”. Dalam Pasal 51 ayat (2) 
disebutkan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah 
pelanggaran”. Tentunya pihak bank harus tetap berpedoman pada prinsip mengenal 
nasabah untuk melihat dan mengetahui bagaimana profil dan karak teristik dari calon 
debitur dan prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap bank. Salah satu contoh yang 
terjadi yaitu mengelabui kreditur dengan cara memalsukan dokumen pemberian 
kredit atau pengajuan kredit  mobil. Di sisi lain, perbankan juga menganut azas 
ultimum remedium. Artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan 
hukum.Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
tindak pidana pemalsuan surat  terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam 
kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pemalsuan. Terkait dengan penegak 
hukumnya yakni Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan 
tugasnya sebagaimana mestinya, maka Penulis hanya ingin mengingatkan kembali 
agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum 
yang teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan 
hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang 
timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif sehingga 
menciptakan keadilan didalam masyarakat.  
 
 


